
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut 

Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum 

normatif-empiris (applied law research) merupakan penelitian yang 

menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku 

hukum1.Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan 

hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto 

dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua 

tahap kajian yaitu 2: 

a. Tahap pertama adalah kajian megenai hukum normatif yang berlaku;  

b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in concreto guna mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui 

perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan 

pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif 

yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua 

tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.  

Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk kedalam bentuk 

penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, seperti yang dikatakan 

                                                             
1  Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hlm. 52.   

2Ibid 



oleh Setiono3, bahwa bentuk penelitian prespektif merupakan suatu penelitian 

untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harusdilakukan untuk 

mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis berdasarkan logika deduksi.  

 

Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah 

hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan 

solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Guna menunjang penelitian 

normatif tersebut, Peneliti tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan 

data dilapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan permasalahan 

Peneliti. 

B. Metode Pendekatan.  

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif adalah sebagai bahan 

untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang 

peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa 

pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (satute approach), 

pendekatan konseptual (concentual approach), pendekatan analitis (analytical 

approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan 

historis (historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach) 

dan pendekatan kasus (case approach)4. 

a. Pendekatan Perundang-Undangan  

                                                             
3  Setiono, 2005, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana UNS, 

Surakarta, hlm. 6.   

4 Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, hlm. 185-192.   



Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan 

hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk 

itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai 

sifat-sifat sebagai berikut:  

1) Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya 

terkait antara satu dengan lain secara logis.  

2) All-inclusive artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup 

mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak 

akan kekurangan hukum.  

3) Systematic, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, 

norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.  

 

b. Pendekatan Konsep  

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak 

yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang 

kala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstrakkan dari hal-hal yang 

partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan 

objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut 

pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi 

tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata secara tepat 

dan menggunakannya dalam proses pikiran.  

c. Pendekatan Analitis  

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui 

makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan 



perundang-undangan secara konseptional sekaligus mengetahui 

penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan 

melalui dua pemeriksaan:  

1) pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang 

terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.  

2) kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui 

analisis terhadap putusan-putusan hukum.  

d. Pendekatan Perbandingan  

Pentingnya pendekatan ilmu hukum karena dalam bidang hukum 

tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen, sebagaimana yang biasa 

dilakukan dalam ilmu empiris. Pendekatan perbandingan merupakan salah 

satu cara yang digunakan dalam penelitian normative untuk 

membandingkan salah satu lembaga hukum (legal institution) dari sistem 

hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama 

darisistem hukum) yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan 

unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua system hukum itu.  

e. Pendekatan Historis/ Sejarah  

Setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah 

yang berbeda. Menurut perspektif sejarah, ada dua macam penafsiran 

terhadap aturan perundang-undangan. Pertama, penafsiran menurut sejarah 

hukum dan kedua, penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan 

perundang-undangan.  

f. Pendekatan Filsafat  



Dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif, 

penjelajahan filsafat akan mengupasnya secara mendalam. Berdasarkan ciri 

khas filsafat tersebut, dibantu beberapa pendekatan yang tepat, seyogyanya 

apa yang dinamakan Ziegler sebagai Fundamental Research, yaitu 

penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap 

implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan 

terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian 

terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi serta implikasi sosial dan 

politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.  

g. Pendekatan Kasus  

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk 

mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan 

dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus 

sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap 

perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang 

terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, 

kasus-kasus itu dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak 

dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta 

menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi 

hukum. 

Dari ketujuh pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan 

penelitian hukum ini adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan 

(Statute Approach), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan masalah yang dibahas dan pendekatan konseptual 



(Conceptual Approach) yang mengkaji pandangan ahli yang berkaitan dengan 

pokok masalah yang dibahas. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti guna mendukung dan 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) khususnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.  

 

D. Sumber dan Jenis Data 

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang berupa peraturan 

perundang-undangan yang terdiri dari :  

1) Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 

2) Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok 

kepegawaian 

3) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi  

4) Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa 

korps dan kode etik pegawai negeri sipil 

5) Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai 

negeri sipil 

 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan 

undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum 

dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang 

terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  



c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah 

kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa 

cara, diantaranya: 

Metode Interview atau wawancara merupakan cara pengumpulan data 

menggunakan teknik wawancara secara mendalam (in-depth interview). 

Menurut Esterberg dalam bukunya Sugiyono 5  mengemukakan bahwa 

wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan   makna   dalam   

suatu   topik   tertentu.   Tipe   wawancara  yang digunakan dalam 

penelitian ini bersifat semi terstruktur (semi structure interview). Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide- 

idenya. 

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan 

menggunakan indra, terutama pengamatan. Observasi dapat diartikan sebagai 

pencatat atau pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki dan juga dapat 

diartikan sebagai pencatat atau pengamatan bebas6.  

Metode dokumentasi adalah suatu teknik dimana data diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

                                                             
5 Ibid, hlm 317 
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notulensi, makalah, peraturan-peraturan, buletin-buletin, catatan harian dan 

sebagainya7. Dokumentasi  yang dimaksud dalam penelitian ini  merupakan 

dokumentasi yang dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atau sesuatu 

yang menyediakan informasi tentang suatu subyek. Dukumentasi dapat berisi 

tentang deskripsi-deskripsi, penjelasan- penjelasan yang berupa foto-foto 

dokumentasi. 

F. Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, 

yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian 

menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik 

kesimpulan untuk menentukan hasil.  

Di dalam menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan 

metode silogisme dan interpretasi. Penggunaan silogisme dalam penelitian 

hukum ini berpangkal pada pengajuan premis mayor dan kemudian diajukan 

premis minor, selanjutnya ditarik suatu simpulan atau conclusion8 . Dalam 

logika silogistik untuk penalaran hukum, yang merupakan premis mayor adalah 

aturan hukum, sedangkan fakta hukum merupakan premis minor yang 

kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan.  
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